
BUPATI JEPARA, 

Menimbang: a. bahwa dalarn rangka untuk mencegah tumbuh dan 

berkembangnya perumahan kumuh dan pennukiman 

kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan 

kualitas dan fungsi perumahan dan pennukiman, perlu 
dilakukan upaya pencegahan dan peningkatan kualitas 
pennukiman kumuh; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 76 
ayat (3) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 

2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman dan Pasal 43 Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor 14/PRT/M/2018 Tentang Pencegahan dan 

Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan 
Permukiman Kumuh, perlu menetapkan rencana 

pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman 
kumuh; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati Kabupaten Jepara tentang Rencana 
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Pennukiman 
Kumuh Perkot.aan Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024; 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JEPARA 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATJ KABUPATEN JEPARA 
NOMOR 48 TAHUN 2020 

TENT ANG 

RENCANA PENCEGAHAN DAN PENJNGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN 

KUMUH PERKOTAAN KABUPATEN JEPARA TAHUN 2020-2024 
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Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 ten tang 
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 

ten tang 
Republik 

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nornor 24, Berita Negara 
Tanggal 8 Agustus 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4247); 

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 132, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4444); 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725); 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara 

5. 

,' 



9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang 
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis 
Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5347); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang 
Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang 
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pennukiman 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5833); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018 
Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap 
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; 

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 
2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 
Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121, 
Tambahan Lernbaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 16); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor l); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 
2009 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jepara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 
3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 



Pasal l 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENCEGAHAN 

DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH 
PERKOTAAN KABUPATEN JEPARA TAHUN 2020-2024. 

MEMUTUSK.AN: 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 

2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Jepara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Jepara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 26 Tahun 
2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah 

Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 23); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten 

Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 
2017 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jepara (Lembaran 

Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 
6); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 

2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 20172022 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 
2); 

.. 
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3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah otonom. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala 

daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

5. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai 

tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan 

keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, 
serta aset bagi pemililmya. 

6. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian 

dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, 

yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas 
Umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang 
layak huni. 

7. Pennukiman adalah bagian dari lingkungan hunian 

yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang 
mempunyai Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, serta 

mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan 
perkotaan atau kawasan perdesaan. 

8. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 
adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, 

pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya 

pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem 
pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi 
dan terpadu. 

9. Perumahan Kumuh adalah Perumahan yang mengalami 
penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. 

10. Permukiman Kumuh adalah Pennukiman yang tidak 

layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat 
kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas 

bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak 
memenuhi syarat. 

11. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk 
menghindari tumbuh dan berkembangnya Perumahan 
Kumuh dan Permukiman Kumuh baru. 



Permukiman Perkotaan Kabupaten Jepara; 
c. Bab Ill Profil Permukiman Kumuh 

Perkotaan Kabupaten Jepara; 
d. Bab IV ldentifikasi Kekumuhan dan 

Kebutuhan Penanganan Kawasan Perkotaan 

Pembangunan 

Pendahuluan; 
Kajian Kebijakan 

a. Bab I : 
b. Bab II: 

Pasal 3 
(1). RP2KPKP terdiri dari 7 (tujuh) Bab, yaitu: 

BAB III 
SISTEMATIKA 

Pasal 2 
(1). Penetapan RP2KPKP sebagai dokumen rencana aksi 

penanganan dan pencegahan permukiman kumuh 
perkotaan dimaksudkan sebagai acuan bagi seluruh 
pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan 
program dan kegiatan yang terpadu dan bersinergi. 

(2). Tujuan penetapan RP2KPK sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah dalam rangka mewujudkan 
sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengembangan 
dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan peningkatan 
kualitas pennukiman kawasan kumuh di Kabupaten 
Jepara. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

meningkatkan kualitas bangunan, serta Prasarana, 
Sarana dan Utilitas Umum. 

13. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas 
Pennukiman Kumuh Perkotaan yang selanjutnya 
disingkat RP2KPKP adalah dokumen rencana aksi 
penanganan dan pencegahan pennukiman kumuh 
perkotaan yang berisi rumusan strategi, kebutuhan 
program dan investasi untuk mewujudkan permukiman 
yang bebas kumuh. 

•• 



EDY SUJATMIKO 

Diundangkan di Jepara 
pada tanggal .. l~ .. Sep.t.eroher 2020 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, 

BUPATI JEPARA, 

Ditetapkan di Jepara 
Pada tanggal .. 1.~ .. ~~P.~.E,!.'!'.~~r 2020 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Serita Daerah Kabupaten Jepara. 

BAB IV 
PENUTUP 

Pasal4 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Penanganan Permukiman Kum uh 
Kabupaten Jepara. 

(2). RP2KPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Program 
Perkotaan 

Aksi Rencana g. Bab VII 

Peningkatan Kualitas Pennukiman Kumuh; 
f. Bab VI Program dan Kegiatan 

Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan Kabupaten 
Jepara; 

Konsep dan Strategi Pencegahan dan e. Bab V: 
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'INYUSUNAN DOKUMEN RP21ClttCP (lll!NCANA PhCZGAffAN DAN ltENINGKATAN KUAUTAS ,11tMUKIMAN KUMUH PEIU(OTAAN) ICA&UPATIN JIP'AJIA 

Pemertntah Kabupaten Jepara lk:ut mendukung ~"'°'pa1a:"l TuJC,Jar Pcmb&ngunen Bcnteleinjutar-J Svs.ramable Oes...,.op.inent Goa/a (SDGs) khusu:.i,'(a pclda tv}llan ke - lJ, yaitu mernost*.an \\IGo temadap l)tll,lffiiJhan 

peli,yanan dasar Y¥\9 ~. aman dan te~,angkau bag! semua clan menirqkab<an mut1.1 pem1.1k1man kumuh. Sailah sabJ oeotuk komltmen terseblx drwV)Odkan denQan disuSUMYi' Renc;aina Pencegahtln Oen Peningbta;n K 
Permuldman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kab1..-paten JP.para. Ha• ~rW:bl.Jt 51!':SUai den91,n tJndang - Unel4tng Nomor 1 T•hun 2011 tentang pen,.1mahan diln kawasan permuk.iman, yang menyebutkan bahwa pemerintah kabl4)&ttr,/ ko 

pe<lu menyusun dar. rnemirlkl r'tflebna pembilngu1'"1iffl dar ~.,.....bangan perurraha., dan kawasan pemuJl(iman. 
OW\ kare:na !tu, untuk mewujl..dka" rencana pembaog·.1nan aan pen9ern~n9an pt·umbl'lan Clan kawasan pe1m1.1klnwi terseb1.1t. setta Jntuk i)et\i!lnganan <'en 1)e0Ce9.ahan permukiman kumuh maka ~mefV'ltah Ka~ 

menyusoo dokl.llTL"n RP2KPK.P Kabupaten lepara. Oengan oemikian dipertukan dukun9clf' dar. koordinas.; dari seml.J.f $!8keh<;,l(hrf &gar CIOkumen R2KPKP kab-.Jpaten Jepar'I: dapat dilmplement.a!dkan dengan bait. 
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